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SAMBUTAN REKTOR  

 

“Om Swastyastu” 

 

Angayu bagia, puji syukur kami panjatkan kehadapan 

Ida Sang HyangWidhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa atas 

tersusunnya Buku Petunjuk Teknis (juknis) Seleksi 

Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan 

Kekerasa Seksual (PPKS) Universitas Udayana Tahun 

2022 masa bakti 2023-2025.  

Kekerasan seksual merupakan tindakan yang dilarang 

karena merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap 

martabat manusia (human dignity) yang berdampak 

pada fisik dan psikologis korban. Fakta menunjukkan 

bahwa dampak kekerasan seksual terhadap korban 

bersifat sangat serius dan menimbulkan traumatik yang 

dapat berlangsung seumur hidup.  

Bahkan tidak jarang ada korban yang melakukan bunuh 

diri.  Perempuan dan anak merupakan kaum rentan yang 

sering menjadi korban kekerasan seksual. Berdasarkan 

Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti 

Kekerasan terhadap Perempuan, dinamika pengaduan 

langsung ke Komnas Perempuan, lembaga layanan dan 

Lembaga Peradilan Agama (Badilag) terkumpul 

sebanyak 338.496 kasus Kekerasan Berbasis Gender 

(KBG) terhadap perempuan dengan rincian, pengaduan 

ke Komnas Perempuan 3.838 kasus, lembaga layanan 

7.029 kasus, dan Badan Peradilan Agama (BADILAG) 

327.629 kasus. Angka-angka ini menggambarkan 

peningkatan signifikan 50% KBG terhadap perempuan 

yaitu 338.496 kasus pada 2021 (dari 226.062 kasus pada 

ii 



2020). Lonjakan tajam terjadi pada data BADILAG 

sebesar 52%, yakni 327.629 kasus (dari 215.694 pada 

2020). Data pengaduan ke Komnas Perempuan juga 

meningkat secara signifikan sebesar 80%, dari 2.134 

kasus pada 2020 menjadi 3.838 kasus pada 2021. 

 

Sebagai akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa/Ida 

Sang Hyang WidhiWasa selalu memberikan bimbingan 

dan petunjuk-Nya serta mengiringi langkah kita menuju 

Universitas Udayana yang lebih baik. 

 

Om Shanti, Shanti, Shanti, Om. 

 

 

Rektor Universitas Udayana 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penjelasan Umum 

 

Kekerasan seksual merupakan tindakan yang dilarang 

karena merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap 

martabat manusia (human dignity) yang berdampak 

pada fisik dan psikologis korban. Fakta menunjukkan 

bahwa dampak kekerasan seksual terhadap korban 

bersifat sangat serius dan menimbulkan traumatik yang 

dapat berlangsung seumur hidup. Bahkan tidak jarang 

ada korban yang melakukan bunuh diri.  Perempuan dan 

anak merupakan kaum rentan yang sering menjadi 

korban kekerasan seksual. Berdasarkan Catatan Tahunan 

(CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap 

Perempuan, dinamika pengaduan langsung ke Komnas 

Perempuan, lembaga layanan dan Lembaga Peradilan 

Agama (Badilag) terkumpul sebanyak 338.496 kasus 

Kekerasan Berbasis Gender (KBG) terhadap perempuan 

dengan rincian, pengaduan ke Komnas Perempuan 3.838 

kasus, lembaga layanan 7.029 kasus, dan Badan 

Peradilan Agama (BADILAG) 327.629 kasus. Angka-

angka ini menggambarkan peningkatan signifikan 50% 

KBG terhadap perempuan yaitu 338.496 kasus pada 2021 

(dari 226.062 kasus pada 2020). Lonjakan tajam terjadi 

pada data BADILAG sebesar 52%, yakni 327.629 kasus 

(dari 215.694 pada 2020). Data pengaduan ke Komnas 

Perempuan juga meningkat secara signifikan sebesar 



2 

 

 

80%, dari 2.134 kasus pada 2020 menjadi 3.838 kasus 

pada 2021.  

 

Pada perkembangannya, kekerasan seksual juga terjadi 

pada lingkungan pendidikan tinggi dan korbannya tidak 

hanya kaum perempuan tetapi juga laki-laki. Data dari 

Kanal Aduan Eksternal tahun 2019 mendapatkan 174 

testimoni dari 79 kampus di 29 kota, ada 89% perempuan 

dan 11% laki-laki menjadi korban kekerasan seksual.  

Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi, 

mengatakan pada periode tahun 2015-2021 ada 67 kasus 

kekerasan terhadap perempuan di lingkungan 

pendidikan. Kekerasan yang terjadi di lingkungan 

pendidikan yakni kekerasan seksual 87,91%, psikis dan 

diskriminasi 8,8%. Lalu, kekerasan fisik 1,1%. Perguruan 

tinggi menempati urutan pertama untuk kekerasan 

seksual di lingkungan pendidikan dengan 35 kasus pada 

tahun 2015 hingga 2021. Berdasarkan data dari Komnas 

Perempuan, pelaku  

 
1 Ninik Rahayu, 2021, Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual Di 

Indonesia, Penerbit Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, h. 9 dan 15 
1 KOMNAS Perempuan, 2022, Peringatan Hari Perempuan Internasional 

2022 dan Peluncuran Catatan Tahunan tentang Kekerasan Berbasis Gebder 

terhadap Permepuan Bayang-bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan 

Penanganan Bebrbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas 

Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan, 

https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-

perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-

tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan, diunduh 

pada 25 Agustus 2022 
1 KOMPAS.com, 2022, Nadiem: 77 Persen Dosen Akui Kekerasan Seksual 

Terjadi di Kampus, 

https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan
https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan
https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan
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https://www.kompas.com/edu/read/2021/11/12/175145171/nadiem-

77-persen-dosen-akui-kekerasan-seksual-terjadi-di-

kampus?page=all, diunduh pada tanggal 25 Agustus 2022 

 

kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di 

lembaga pendidikan bervariasi. Data dari Komnas 

Perempuan pada tahun 2015-2021 terdapat 67 pelaku, 

yaitu: Guru 28 orang, dosen 15 orang, peserta didik 10 

orang, kepala sekolah 9 orang, pelatih 2 orang, dan lain-

lain 3 orang.  

Berdasarkan data-data mengenai korban kekerasan 

seksual yang di dapat di lapangan maka Pemerintah 

mengambil tindakan untuk menerbitkan Peraturan 

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 

Republik Indonesia No. 30 Tahun 2021 tentang 

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di 

Lingkungan Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut 

dengan Permendikbudristek PPKS). Pembentukan 

Permendikbudristek PPKS selain karena kebutuhan 

masyarakat, juga sudah disesuaikan dengan peraturan-

perundangan terkait yang lebih tinggi hierarkinya, yaitu: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945): 

a. Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas 

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan 

yang sama dihadapan hukum.” 

b. Pasal 28G ayat (1): “Setiap orang berhak atas 

perlindungan diri pribadi, keluarga, 

kehormatan, martabat, dan harta benda yang 

di bawah kekuasaannya, serta berhak atas 

https://www.kompas.com/edu/read/2021/11/12/175145171/nadiem-77-persen-dosen-akui-kekerasan-seksual-terjadi-di-kampus?page=all
https://www.kompas.com/edu/read/2021/11/12/175145171/nadiem-77-persen-dosen-akui-kekerasan-seksual-terjadi-di-kampus?page=all
https://www.kompas.com/edu/read/2021/11/12/175145171/nadiem-77-persen-dosen-akui-kekerasan-seksual-terjadi-di-kampus?page=all


4 

 

 

rasa aman dan perlindungan dari ancaman 

ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat 

sesuatu yang merupakan hak asasi.” 

c. Pasal 28G ayat (2): “Setiap orang berhak 

untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan 

yang merendahkan derajat martabat 

manusia dan berhak memperoleh suaka 

politik dari negara lain.” 

2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang 

Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan 

Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita 

(Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination Againsts Women) selanjutnya 

disebut CEDAW. Dengan diratifikasinya 

CEDAW ke dalam hukum nasional Indonesia 

menunjukkan keseriusan Pemerintah Indonesia 

untuk mengimplementasikan hukum 

internasional yang terkait dengan HAM 

khususnya kaum wanita dan keseriusan untuk 

mencegah serta menangani segala bentuk 

diskriminasi terhadap wanita. 

3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM). 

UU HAM mengatur mengenai HAM baik di 

bidang sipil-politik dan ekonomi, sosial-budaya 

termasuk di dalamnya mengenai segala bentuk 

diskriminasi dan kekerasan terhadap wanita dan 

laki-laki. 

4. Peraturan Perundangan di Bidang Pendidikan: 

a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional. 
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b. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi 

c. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 

tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 

dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

5.  Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara 

6. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang 

Penyandang Disabilitas. UU ini juga menjadi 

penting digunakan sebagai sumber hukum 

karena kaum penyandang disabilitas mempunyai 

HAM, hak dan kewajiban yang sama sebagai 

Warga Negara Indonesia (WNI) serta tidak 

menutup kemungkinan menjadi korban 

kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. 

7. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan 

Pemerintah (PP) ini berkaitan dengan 

kemungkinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di 

sebuah Perguruan Tinggi menjadi pelaku atau 

korban dari kekerasan seksual. 

8.  Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2021 tentang 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi. 

9.  Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, 

Riset, dan Teknologi No. 28 Tahun 2021 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 

 

Secara umum tujuan Pemerintah menerbitkan 

Permendikbudristek PPKS untuk mendorong solusi 
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kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. 

Berdasarkan Pasal 2 Permendikbudristek PPKS, 

“Peraturan Menteri bertujuan: (a) sebagai pedoman bagi 

Perguruan Tinggi untuk menyusun kebijakan dan 

mengambil tindakan Pencegahan dan Penanganan 

Kekerasan Seksual yang terkait dengan pelaksanaan 

Tridharma di dalam atau di luar kampus; dan (b) untuk 

menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, 

bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa 

kekerasan di antara Mahasiswa, Pendidik, Tenaga 

Kependidikan, dan Warga Kampus di Perguruan 

Tinggi.” Berikut akan diuraikan lebih terperinci 

mengenai tujuan tersebut: 

1. Pemenuhan Hak Pendidikan setiap WNI atas 

pendidikan tinggi yang aman dan nyaman. 

2. Penanggulangan kekerasan seksual dengan 

pendekatan institusional dan berkelanjutan. 

Substansi Permendikbudristek PPKS memberi 

kepastian hukum bagi pemimpin perguruan 

tinggi untuk mengambil langkah tegas. 

3. Peningkatan pengetahuan tentang kekerasan 

seksual. Seluruh kampus di Indonesia menjadi 

semakin teredukasi tentang isu dan hak korban 

kekerasan seksual. 

4. Penguatan kolaborasi antara Kemendikbud 

Ristek dan Perguruan Tinggi dalam menciptakan 

budaya akademik yang sehat dan aman. 

 

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut di atas maka 

berdasarkan Bab 2 Permendikbudristek PPKS terdapat 2 
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(dua) tingkat pencegahan kekerasan seksual di 

perguruan tinggi, yakni: 

1. Tingkat Institusi (Struktur) 

a. Pembelajaran yang mewajibkan mahasiswa, 

pendidik, dan tenaga kependidikan 

mempelajari modul PPKS. 

b. Penguatan tata kelola dengan merumuskan 

kebijakan, membentuk satgas, menyediakan 

layanan pelaporan kekerasan seksual, dan 

penanganan yang tepat.  

c. Penguatan budaya komunitas mahasiswa, 

pendidik dan tenaga kependidikan dengan 

mengadakan komunikasi, informasi, dan 

edukasi di kegiatan pengenalan kehidupan 

kampus; organisasi kemahasiswaan; dan/atau 

jaringan komunikasi informal. 

2. Tingkat individu (Agen) 

a. Pembatasan pertemuan individual di luar 

wilayah, jam operasional, dan/atau 

kepentingan kampus. 

b. Permohonan tertulis untuk mendapat 

persetujuan Kaprodi/Jurusan bila pertemuan 

tidak bisa dihindari. 

Kedua tingkat pencegahan kekerasan seksual 

berdasarkan Permendikbudristek PPKS wajib 

diimplementasikan oleh setiap perguruan tinggi yang 

ada di Indonesia. 

 

Universitas Udayana (Unud) sebagai salah satu 

Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia yang berada di 

wilayah Bali tentunya menyambut baik dan mendukung 
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penuh keberadaan Permendikbud PPKS dengan 

mengimplementasikan instruksi yang ada di dalam 

Permendikbudristek PPKS tersebut. Bentuk 

implementasi nyata yang dilakukan oleh Unud dengan 

segera menerbitkan kebijakan di lingkungan Unud, 

yaitu: Peraturan Rektor Universitas Udayana No. 12 

Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan 

Perundungan dan Kekerasan Seksual. Selain itu, Unud 

juga mengambil langkah nyata dengan pembentukan 

Satgas PPKS agar bisa mencegah dan menangani 

kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Unud.  

 

Pembentukan Satgas PPKS diawali dengan dibentuknya 

Panitia Seleksi (Pansel) anggota Satgas PPKS. Unud 

menerbitkan Surat Keputusan (SK) Rektor No. 

837/UN14/HK/2022 tentang Panitia Seleksi Pemilihan 

Pansel Satgas PPKS sudah sesuai dengan kriteria yang 

diatur dalam Pasal 24 dan 25 Permendikbud PPKS. 

Berdasarkan SK Rektor tersebut, maka Pansel Satgas 

PPKS mempunyai tugas merencanakan, 

menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan 

kegiatan Seleksi Satgas Pencegahan dan Penanganan 

Kekerasan Seksual Universitas Udayana Tahun 2022 

kepada Rektor.  

 

Adapun susunan keanggotaan panitia seleksi satgas 

pencegahan dan penanganan kekerasan seksual 

Universitas Udayana Tahun 2022: 
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Dengan mengacu pada Pasal 26 Permendikbud PPKS, 

Pansel mempunyai tugas: (a) menyusun petunjuk teknis 

seleksi anggota Satuan Tugas; (b) melaksanakan seleksi 

anggota Satuan Tugas; (c) merekomendasikan anggota 

Satuan Tugas kepada Pemimpin Perguruan Tinggi untuk 

ditetapkan. Untuk menjamin penyelenggaraan seleksi 

calon anggota Satuan Tugas yang objektif dan akuntabel, 

maka Pansel selanjutnya menyusun Petunjuk Teknis 

(Juknis) proses seleksi Satgas PPKS di lingkungan Unud. 

 

B. Tujuan 

Penyusunan Juknis ini ditujukan untuk memberikan 

pedoman bagi Pansel dan pemangku kepentingan terkait 
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lainnya, dalam penyelenggaraan kegiatan Seleksi Satgas 

PPKS di lingkungan Unud. Substansi juknis yang 

disusun tentunya mengacu kepada Permendikbudristek 

PPKS dan Pertor Unud PPKS. 

 

C. Ruang Lingkup 

Juknis ini menjabarkan secara rinci proses Seleksi Satgas 

PPKS di lingkungan Unud dengan ruang lingkup 

berikut: 

1. Sosialisasi Tahapan/Proses Seleksi. 

2. Pendaftaran dan penerimaan berkas 

administrasi. 

3. Seleksi administrasi. 

4. Tes wawancara. 

5. Uji publik. 

6. Penyampaian rekomendasi anggota Satgas PPKS 

kepada Pimpinan Unud. 

7. Pembuatan laporan kegiatan. 

 

D. Pengertian Umum 

Berikut merupakan beberapa definisi terminologi 

penting yang berkaitan erat dengan PPKS dengan 

mengacu pada Permendikbudristek PPKS: 

1. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan 

merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau 

menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi 

seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa 

dan/atau gender, yang berakibat atau dapat 

berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik 

termasuk yang mengganggu kesehatan 

reproduksi seseorang dan hilang kesempatan 
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melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman 

dan optimal. 

2. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang 

menyelenggarakan pendidikan tinggi. 

3. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya 

disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan 

Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

4. Pencegahan adalah tindakan/cara/proses yang 

dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang 

tidak melakukan Kekerasan Seksual di 

Perguruan Tinggi.  

5. Penanganan adalah tindakan/cara/proses untuk 

menangani Kekerasan Seksual di Perguruan 

Tinggi. 

6. Korban adalah Mahasiswa, Pendidik/Dosen, 

Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, dan 

masyarakat umum yang mengalami Kekerasan 

Seksual. 

7. Terlapor adalah Mahasiswa, Pendidik, Tenaga 

Kependidikan, Warga Kampus, dan masyarakat 

umum yang diduga melakukan Kekerasan 

Seksual terhadap Korban. 

8. Panitia Seleksi merupakan tim ad hoc yang terdiri 

dari 3-7 orang yang berasal dari unsur 

pendidik/dosen, tenaga kependidikan dan 

mahasiswa yang diangkat oleh Pimpinan 

Perguruan Tinggi setelah melalui seleksi sesuai 

peraturan perundangan berlaku. 

9. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan 

Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut 
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Satuan Tugas adalah bagian dari Perguruan 

Tinggi yang berfungsi sebagai pusat Pencegahan 

dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan 

Tinggi. 
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BAB II 

KEGIATAN SELEKSI SATUAN TUGAS 

PENCEGAHAN DAN PELAKSANAAN KEKERASAN 

SEKSUAL 

 

 

A. Keanggotaan Satgas  

Berikut akan dijabarkan keanggotaan Satgas PPKS 

berdasarkan Permendikbudristek PPKS: 

1. Unsur keanggotaan terdiri dari pendidik/dosen, 

tenaga kependidikan dan mahasiswa. 

2. Anggota Satgas berjumlah gasal paling sedikit 5 

(lima) orang. 

3. Anggota Satgas memperhatikan keterwakilan 

keanggotaan perempuan paling sedikit 2/3 (dua 

per tiga) dari jumlah anggota. 

4. Masa tugas Satgas selama 2 (dua) tahun dan 

dapat diperpanjang 1 (satu) periode berikutnya. 

5. Keanggotaan satgas berakhir karena:  

i. berakhirnya masa tugas; 

ii. meninggal dunia; 

iii. mengundurkan diri; 

iv. tidak lagi memenuhi unsur keanggotaan 

berdasarkan Pasal 27 Permendikbud PPKS; 

v. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota 

satgas berdasarkan Pasal 29 Permendikbud 

PPKS; 

vi. berhalangan tetap selama lebih dari 6 (enam) 

bulan; 
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vii. dipidana berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap. 

 

B. Persiapan Kegiatan 

Pansel yang diangkat oleh Rektor Unud melakukan rapat 

koordinasi untuk merumuskan hal-hal teknis terkait 

proses penyelenggaraan seleksi Satgas PPKS di 

lingkungan Unud, diantaranya meliputi 

pengorganisasian tim, waktu pelaksanaan kegiatan, 

penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan kegiatan. 

Selain itu menyusun perangkat seleksi seperti pedoman 

wawancara, indikator dan formulir penilaian. Seleksi 

dilakukan paling lambat 3 bulan sebelum masa tugas 

satgas PPKS berakhir. 

 

C.  Jadwal Waktu (Timeline) Kegiatan 

KEGIATAN WAKTU 

SOSIALISASI 17 Oktober 2022 

PENDAFTARAN 17 – 31 Oktober 2022 

SELEKSI 

ADMINISTRASI 

25 – 28 Oktober 2022 

PENGUMUMAN 

ADMINISTRASI 

29 – 3- Oktober 2022 

TES WAWANCARA 2 – 4 November 2022 

PENGUMUMAN HASIL 7 November 2022 
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UJI PUBLIK 8 – 15 November 2022 

PENYAMPAIAN 

REKOMENDASI 

KEPADA PIMPINAN 

19 November 2022 

LAPORAN KEGIATAN 30 November 2022 

*Jadwal waktu (Timeline) kegiatan bersifat tentatif. 

 

D. Pelaksanaan Kegiatan 

1. Sosialisasi tahapan/Proses seleksi 

Pansel mengumumkan tahapan/proses seleksi 

Satgas PPKS di lingkungan Unud secara daring 

melalui laman resmi Unud, media sosial, IMISSU 

dan dengan korespondensi mengirimkan ke 

masing-masing fakultas yang ada di lingkungan 

Unud guna menjangkau khalayak pendaftar 

sebanyak-banyaknya baik dari unsur 

pendidik/dosen, tenaga kependidikan, dan 

mahasiswa yang memenuhi kriteria menjadi 

Satgas PPKS. 

 

2. Persyaratan 

a. Pendidik/Dosen, tenaga kependidikan dan 

mahasiswa di lingkungan Universitas 

Udayana (untuk Dosen dan Tendik dengan 

umur maksimal 56 tahun, PNS/CPNS, BLU) 

b. Khusus mahasiswa yang dapat mendaftar 

adalah mahasiswa maksimal semester V 

c. Memenuhi persyaratan berikut: 
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1) Pernah mendampingi korban Kekerasan 

Seksual 

2) Pernah melakukan kajian tentang 

Kekerasan seksual, gender dan/atau 

disabilitas 

3) Pernah mengikuti organisasi di dalam atau 

luar kampus yang fokusnya di isu 

Kekerasan Seksual, gender, dan/atau 

disabilitas 

4) Menunjukkan minat, kemampuan bekerja 

sama dalam tim, dan kesediaan 

menunjukkan etika yang tepat dalam 

melakukan Pencegahan dan Penanganan 

Kekerasan Seksual di Perguruan Tingginya; 

dan/atau 

5)  Tidak pernah terbukti melakukan 

kekerasan termasuk Kekerasan Seksual. 

 

3. Pendaftaran 

a. Pendaftaran dapat dilakukan secara daring 

melalui link berikut: 

https://bit.ly/rekrutmenSATGAS-PPKS-

UNUD 

b. Dokumen yang wajib disampaikan sebagai 

persyaratan pendaftaran meliputi: 

1) Daftar riwayat hidup yang 

mencantumkan pengalaman berkaitan 

dengan: 

- Pernah mendampingi korban 

kekerasan seksual 

https://bit.ly/rekrutmenSATGAS-PPKS-UNUD
https://bit.ly/rekrutmenSATGAS-PPKS-UNUD
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- Pernah melakukan kajian tentang 

kekerasan seksual, gender dan/atau 

disabilitas 

- Pernah mengikuti organisasi di dalam 

atau luar kampus yang fokusnya di isu 

kekerasan seksual, gender, dan/atau 

disabilitas 

2) Untuk pendaftar yang memiliki 

pengalaman mengikuti organisasi 

dan/atau sama sekali tidak memiliki 

ketiga pengalaman tersebut di atas, 

diwajibkan membuat ESSAY yang 

menunjukkan minat, kemampuan dan 

kesediaan menunjukkan etika dalam 

melakukan Pencegahan dan Penanganan 

Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. 

3)  Surat rekomendasi dari atasan bagi calon 

anggota dari unsur pendidik dan tenaga 

kependidikan. 

4) Surat rekomendasi dari Wakil Dekan 

bidang Kemahasiswaan atau Dosen, bagi 

calon anggota dari unsur mahasiswa di 

masing-masing Fakultas. 

5) Surat pernyataan di atas materai bahwa 

tidak pernah melakukan kekerasan 

seksual. 

6) Pas foto. 

7) Kartu identitas. 
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4.  Seleksi Administrasi 

a. Panitia Seleksi melakukan seleksi 

administrasi calon anggota Satuan Tugas 

dengan cara: 

1) Meneliti kelengkapan berkas persyaratan 

administrasi pendaftar 

2) Menilai kompetensi yang berkaitan 

dengan rekam jejak pendaftar dalam 

upaya-upaya pencegahan dan 

penanganan kekerasan seksual 

3) Memberikan pembobotan nilai terhadap 

persyaratan administrasi 

4) Hasil pembobotan persyaratan 

administrasi, direkap dalam format 

sebagai berikut: 

 

Tabel 2.1. Hasil seleksi administrasi 
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Keterangan: 

a) Pengalaman mendampingi korban kekerasan 

seksual, gender, dan/atau disabilitas 

b) Pengalaman melakukan kajian tentang kekerasan 

Seksual, gender, dan/atau disabilitas 

c) Pengalaman mengikuti organisasi di dalam atau 

luar kampus yang fokusnya di isu Kekerasan 

Seksual, gender, dan/atau disabilitas 

d) ESSAY yang menunjukkan minat dan 

kemampuan dalam melakukan Pencegahan dan 

Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan 

Tinggi  WAJIB JIKA CALON TIDAK MEMILIKI 

PENGALAMAN MENDAMPINGI KORBAN 

DAN MELAKUKAN KAJIAN 

e) Surat rekomendasi sesuai syarat 

 

Komposisi Penilaian dengan rentang maksimal: 

Calon yang telah memiliki pengalaman: 

a + e = 4 atau  

b + e = 5 atau 

c + d + e = 7 atau 

a + b + e = 8 atau 

a + b + c + e = 10 

 

Calon yang BELUM memiliki pengalaman:  

d + e = 5 

Kategori lulus seleksi administrasi jika jumlah nilai 4 

– 10 
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5. Panitia seleksi mengumumkan hasil seleksi 

administrasi di laman resmi serta berbagai media 

sosial yang ada di lingkungan Unud. 

6.  Tes Wawancara dan asesmen pendukung lainnya 

a. Calon anggota Satuan Tugas yang 

dinyatakan lulus seleksi administrasi 

selanjutnya mengikuti tahapan tes 

wawancara. 

b. Tes wawancara dilakukan maksimal 45 

menit per calon setelah pengumuman hasil 

seleksi administrasi. 

c. Jumlah pewawancara maksimal 3 orang. 

d. Materi tes wawancara merupakan 

pendalaman terhadap: 

1) Pengalaman mendampingi korban 

kekerasan seksual, gender, dan/atau 

disabilitas; 

2) Pengalaman melakukan kajian tentang 

kekerasan seksual, gender, dan/atau 

disabilitas; 

3) Pengalaman mengikuti organisasi di 

dalam atau luar kampus yang fokusnya di 

isu kekerasan seksual, gender, dan/atau 

disabilitas;  

4) ESSAY yang menunjukkan minat dan 

kemampuan dalam melakukan 

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan 

Seksual di Perguruan Tinggi, JIKA 

CALON TIDAK MEMILIKI 

PENGALAMAN MENDAMPINGI 

KORBAN DAN MELAKUKAN KAJIAN. 
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5)  Komitmen terkait minat dan kemampuan 

untuk bekerja sama sebagai tim dalam 

melakukan Pencegahan dan Penanganan 

Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.  

6)  Pengetahuan tentang Pencegahan dan 

Penanganan Kekerasan Seksual di 

Perguruan Tinggi. 

e. Hasil penilaian tes wawancara, direkap 

dalam format sebagai berikut:  

 

Tabel 3.2 Hasil tes wawancara 

 
 

Keterangan: 

a) Pengalaman mendampingi korban kekerasan 

seksual, gender, dan/atau disabilitas 

b) Pengalaman melakukan kajian tentang kekerasan 

seksual, gender, dan/atau disabilitas 

c) Pengalaman mengikuti organisasi di dalam atau 

luar kampus yang fokusnya di isu Kekerasan 

Seksual, gender, dan/atau disabilitas; 

d) ESSAY yang menunjukkan minat dan 

kemampuan dalam melakukan Pencegahan dan 
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Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan 

Tinggi, JIKA CALON TIDAK MEMILIKI 

PENGALAMAN MENDAMPINGI KORBAN 

DAN MELAKUKAN KAJIAN 

e) Komitmen terkait minat dan kemampuan untuk 

bekerja sama sebagai tim satgas PPKS 

f) Pengetahuan terkait PPKS 

 

Komposisi Penilaian dengan rentang maksimal: 

Calon yang telah memiliki pengalaman: 

a + e + f = 65 atau  

b + e + f = 70 atau 

c + d + e + f = 100 atau 

a + b + e + f = 90 atau 

a + b + c + e + f = 100 

 

Calon yang BELUM memiliki pengalaman:  

d + e + f = 90 

Kategori lulus seleksi wawancara jika jumlah nilai 65 

– 100  

  

f. Panitia seleksi mengumumkan hasil tes 

wawancara di laman resmi serta berbagai 

media sosial yang ada di lingkungan Unud. 

 

7. Uji Publik  

Berdasarkan hasil tes wawancara, Panitia Seleksi 

mengumumkan nama-nama calon anggota 

Satuan Tugas, selanjutnya memberikan waktu 7 

(tujuh) hari kalender untuk melihat respon sivitas 

akademika terhadap nama-nama tersebut. 
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Respon ini dapat berupa sanggahan, keberatan 

atau informasi terkait performa calon anggota 

Satuan Tugas. Respon ini diajukan ke Panitia 

Seleksi melalui link dan bersifat rahasia, hanya 

dapat diakses oleh panitia seleksi. 

 

8. Penyampaian Rekomendasi 

Dengan mempertimbangkan hasil survei publik, 

selanjutnya Panitia Seleksi menentukan nama-

nama anggota Satuan Tugas yang akan 

direkomendasikan kepada Rektor Unud. 

 

9. Pelaporan Kegiatan 

Panitia Seleksi melaporkan proses 

penyelenggaraan seleksi kepada Rektor Unud, 

selambatnya satu bulan setelah penyampaian 

rekomendasi anggota Satuan Tugas Pencegahan 

dan Penanganan Kekerasan Seksual. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

 

Dengan ditetapkannya Petunjuk Teknis ini, maka akan 

menjadi acuan dalam proses pelaksanaan seleksi calon 

anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan 

Kekerasan Seksual di Unud. Ketentuan yang tertuang 

dalam Petunjuk Teknis ini berdasarkan pada 

Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang 

PPKS di Lingkungan Perguruan Tinggi Peraturan Rektor 

Universitas Udayana No. 12 Tahun 2021 tentang 

Pencegahan dan Penanganan Perundungan dan 

Kekerasan Seksual. 

 

 

Panitia Seleksi 
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DAFTAR LAMPIRAN 

 

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 

Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 

2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan 

Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi; Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000 

2. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 12 

Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan 

Perundungan dan Kekerasan Seksual 

3. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 

837/UN14/HK/2022 tentang Panitia Seleksi Satuan 

Tugas Pencegahan dan Penanganan kekerasan 

Seksual Universitas Udayana Tahun 2022 

4. Surat Pusat Penguatan Karakter Kementerian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 

0500/J4/KP.04.00/2022 tentang Pengumuman Nama-

Nama yang telah lulus pelatihan dan seleksi calon 

anggota Panitia Seleksi Satuan Tugas PPKS Periode 

Mei 2022 secara daring melalui e-learning. 

5. Surat Rekomendasi Wakil Rektor III Bidang 

Kemahasiswaan Universitas Udayana Nomor 

B/3696/UN14.III/KM.05.02/2022 tentang Rekomendasi 

Nama-Nama untuk mengikuti pelatihan dan seleksi 

sebagai calon Pansel Pencegahan dan Penanganan 

Kekerasan Seksual yang dilaksanakan secara daring 

melalui Learning Management System (LMS) oleh 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan 

Teknologi. 
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